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Abstract  

Musyarakah adalah akad pembiayaan berbasis bagi hasil yang menempatkan 

keadilan dan risiko sebagai inti prinsip kontraktualnya. Fatwa DSN-MUI No. 

08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur prinsip-prinsip keadilan dan pembagian risiko 

dalam pelaksanaan akad Musyarakah di Indonesia. Artikel ini membandingkan 

norma dalam fatwa tersebut dengan konsep partnership dalam ekonomi Islam 

kontemporer, yang menekankan pada struktur kemitraan, risk sharing, dan keadilan 

distributif. Pendekatan penelitian bersifat normatif dan komparatif dengan metode 

fiqih muamalah dan analisis ekonomi Islam. Berdasarkan tinjauan literatur dan 

studi kasus lokal, ditemukan bahwa meskipun Fatwa DSN-MUI telah menetapkan 

kerangka keadilan dan risiko, dalam praktik terdapat penyimpangan terutama dalam 

hal pembagian kerugian dan transparansi. Konsep partnership kontemporer 

menawarkan alternatif penguatan norma-norma tersebut melalui model risiko-

kepemilikan/modal yang adil dan mekanisme kontrol partisipatif. Artikel ini 

merekomendasikan integrasi praktik dan regulasi agar akad Musyarakah semakin 

konsisten dengan prinsip keadilan dan pembagian risiko, terutama di lembaga 

keuangan syariah dan fintech.  

Kata Kunci: Musyarakah, risk sharing, keadilan, Fatwa DSN-MUI, partnership 

Islam, fiqih muamalah.  

 

Abstract 

Musharakah is a profit-sharing-based financing contract that places fairness and 

risk as the core of its contractual principles. DSN-MUI Fatwa No. 08/DSN-

MUI/IV/2000 regulates the principles of justice and risk sharing in the 

implementation of the Musharakah contract in Indonesia. This article compares the 

norms in the fatwa with the concept of partnership in contemporary Islamic 

economics, which emphasizes partnership structures, risk sharing, and distributive 

justice. The research approach is normative and comparative with the method of 

fiqh muamalah and Islamic economic analysis. Based on a literature review and 

local case studies, it was found that although the DSN-MUI Fatwa has established 

a framework of fairness and risk, in practice there are deviations especially in terms 

of loss sharing and transparency. The contemporary concept of partnership offers 
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an alternative to strengthening these norms through a fair risk-ownership/capital 

model and participatory control mechanisms. This article recommends the 

integration of practices and regulations so that the Musharakah contract is more 

consistent with the principles of fairness and risk sharing, especially in Islamic 

financial institutions and fintech. 

Keywords: Musyarakah, risk sharing, justice, DSN-MUI Fatwa, Islamic 

partnership, fiqh muamalah. 

 

 

Pendahuluan  

Akad musyarakah merupakan salah satu instrumen utama dalam 

pembiayaan syariah berbasis bagi hasil (profit and loss sharing), yang memiliki 

peran strategis dalam mendorong keadilan ekonomi dan partisipasi modal secara 

produktif. Berbeda dengan kontrak berbasis utang (debt-based contract), akad 

musyarakah menekankan kemitraan usaha (partnership-based contract) di mana 

setiap pihak memberikan kontribusi modal, tenaga, atau keahlian, serta 

menanggung risiko dan keuntungan secara proporsional sesuai kesepakatan 

(Rahmatika et al., 2024). Model ini dianggap lebih mencerminkan nilai dasar 

ekonomi Islam seperti keadilan (al-‘adl), tolong-menolong (ta‘awun), dan 

keseimbangan (tawazun), karena pembagian hasil didasarkan pada kinerja riil 

usaha, bukan imbalan tetap yang bersifat spekulatif (Fahamsyah et al., 2023). 

Dalam sistem keuangan Islam, musyarakah menjadi wujud nyata dari 

prinsip risk sharing, yakni pembagian risiko antara pemilik modal (rabb al-mal) dan 

pengelola usaha (mudarib atau mitra aktif). Prinsip ini berbeda secara fundamental 

dari sistem keuangan konvensional yang umumnya berbasis risk transfer, di mana 

risiko usaha dialihkan kepada salah satu pihak, biasanya debitur (Saleem & Saleem, 

2022). Dengan demikian, musyarakah bukan hanya sekadar mekanisme kontrak, 

tetapi juga representasi nilai moral dan etika bisnis Islam, yang menempatkan 

keadilan distributif sebagai inti relasi ekonomi antar pihak (Yustiardhi et al., 2020). 

Secara normatif, ketentuan hukum mengenai pembiayaan musyarakah di 

Indonesia mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Fatwa 

tersebut menegaskan bahwa musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua 

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana, keahlian, atau barang, dan keuntungan dibagi sesuai 
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kesepakatan sedangkan kerugian dibagi proporsional terhadap porsi modal 

(Muttaqin & Ahmad, 2025). Fatwa ini juga mengatur aspek keabsahan akad (ijab-

qabul), tanggung jawab, serta hak dan kewajiban para pihak. Namun, seiring 

berkembangnya kompleksitas industri keuangan syariah modern, fatwa tersebut 

mulai dihadapkan pada tantangan penerapan dalam konteks inovasi produk dan 

digitalisasi keuangan (Purnama, 2025). 

Dalam praktiknya, idealitas akad musyarakah seringkali belum tercapai 

sepenuhnya. Berbagai penelitian di tingkat nasional menunjukkan adanya 

kecenderungan lembaga keuangan syariah untuk meminimalkan risiko dengan 

meniru struktur pembiayaan berbasis utang, misalnya melalui penerapan margin 

tetap atau jaminan yang tidak sejalan dengan konsep risk sharing (Setiawan & Justa, 

2024). Hal ini mengakibatkan distorsi terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan 

yang menjadi landasan filosofis akad musyarakah. Beberapa studi empiris juga 

menemukan bahwa pembagian hasil di sejumlah bank syariah di Indonesia masih 

belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil usaha, karena minimnya transparansi 

dan monitoring terhadap laporan keuangan mitra usaha (Adinugraha et al., 2023). 

Dalam konteks global, literatur lima tahun terakhir menyoroti pentingnya 

pembaruan paradigma musyarakah agar selaras dengan kebutuhan tata kelola 

modern (modern Islamic partnership governance). Penelitian Saleem (2022) dan 

Asyiqin & Alfurqon (2024) menekankan bahwa keberhasilan musyarakah 

ditentukan oleh adanya transparansi kontraktual, akuntabilitas dalam manajemen 

risiko, serta mekanisme pengawasan yang partisipatif antara pihak penyandang 

dana dan pengelola (Asyiqin et al., 2024). Aspek-aspek ini diidentifikasi sebagai 

kunci dalam memastikan keadilan distributif dan mengurangi asimetri informasi, 

yang selama ini menjadi kelemahan utama produk berbasis profit-loss sharing (K. 

Ahmad & Berghout, 2025). 

Selain itu, literatur internasional menekankan kebutuhan reformasi 

kelembagaan dan inovasi teknologi untuk mendukung praktik musyarakah yang 

lebih inklusif dan efisien. Integrasi teknologi finansial (Islamic fintech) telah 

menjadi sarana potensial dalam mengatasi keterbatasan monitoring, pencatatan 

transaksi, dan distribusi keuntungan secara otomatis (Solehudin et al., 2024). 

Dengan sistem digital yang transparan, setiap pihak dapat mengakses data usaha 
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secara real-time, sehingga risiko moral hazard dapat ditekan. Namun, hal ini 

menuntut pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar 

tetap sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif yang berlaku (Choung et al., 

2023). 

Di sisi lain, tantangan dalam implementasi musyarakah juga bersumber dari 

aspek sosial dan kelembagaan. Beberapa studi di Asia Tenggara menunjukkan 

bahwa rendahnya literasi keuangan syariah dan persepsi risiko yang tinggi terhadap 

akad bagi hasil membuat lembaga keuangan cenderung lebih memilih kontrak 

dengan pendapatan tetap, seperti murabahah atau ijarah (Abdi & Hamzah, 2024). 

Akibatnya, kontribusi musyarakah terhadap total pembiayaan syariah masih relatif 

kecil, padahal secara teoretis akad ini paling ideal untuk mendorong pemerataan 

ekonomi berbasis keadilan (Mohamed Abdulraheem Ahmed Al Hammadi, 2024). 

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma syariah, kebijakan 

kelembagaan, dan realitas pasar. 

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi 

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dalam konteks praktik kontemporer, 

termasuk relevansinya terhadap perkembangan industri keuangan digital, prinsip 

good governance, dan tuntutan transparansi public (Setiawan & Justa, 2024). Upaya 

penguatan akad musyarakah harus diarahkan tidak hanya pada aspek kepatuhan 

syariah, tetapi juga pada perancangan model kemitraan modern yang menjamin 

keseimbangan hak, kewajiban, dan distribusi manfaat antar pihak. Kajian ini 

menjadi relevan untuk memperkuat posisi musyarakah sebagai instrumen 

pembiayaan yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga berkeadilan, berdaya saing, 

dan berkelanjutan dalam sistem keuangan global.  

 

Hasil dan Diskusi  

A. Prinsip Keadilan dan Risiko dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-

MUI/IV/2000 

1. Keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian 

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa akad 

musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang 

masing-masing menyertakan modal dan terlibat dalam pengelolaan usaha, 
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dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan dan 

kontribusi (Muazzami & Prasheila, 2024). Prinsip ini mencerminkan nilai 

dasar keadilan distributif dalam keuangan Islam, di mana hasil usaha tidak 

ditentukan oleh kekuatan modal semata, tetapi juga oleh kontribusi tenaga, 

keahlian, dan manajemen (Otuteye & Siddiquee, 2020). 

Dalam ketentuan fatwa, pembagian keuntungan (profit sharing) harus 

ditetapkan pada saat akad secara proporsional dan berdasarkan kesepakatan, 

sedangkan pembagian kerugian (loss sharing) wajib mengikuti porsi 

penyertaan modal (DSN-MUI, 2000). Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh 

al-ghunmu bi al-ghurmi (keuntungan beriringan dengan risiko), yang 

menegaskan bahwa pihak yang berhak atas keuntungan juga harus siap 

menanggung potensi kerugian. Konsep ini menjadi penegasan bahwa 

musyarakah bukan sekadar instrumen investasi, melainkan bentuk 

partnership yang menuntut keadilan dan kesetaraan risiko di antara para 

pihak (Kamil, 2025). 

Penelitian oleh Mirakhor dan Smolo (2021) menunjukkan bahwa penerapan 

keadilan distributif dalam Islamic partnership tidak hanya berdampak pada 

efisiensi ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial karena mendorong 

pembagian kekayaan yang lebih merata. Oleh karena itu, prinsip pembagian 

hasil dan risiko dalam musyarakah merupakan mekanisme normatif untuk 

menghindari eksploitasi dan ketimpangan ekonomi (Smolo & Mirakhor, 

2021). 

2. Risk Sharing sebagai prinsip struktural 

Konsep risk sharing atau al-ghunmu bi al-ghurmi menjadi fondasi struktural 

akad musyarakah. Dalam kerangka hukum Islam, setiap bentuk keuntungan 

yang sah (halal profit) harus diimbangi dengan kesiapan menanggung risiko 

(halal risk). Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa masing-masing pihak 

dalam akad harus berbagi risiko sesuai dengan kontribusinya, baik dalam 

bentuk modal, tenaga, maupun keterlibatan manajerial (Idris et al., 2025). 

Kajian kontemporer menegaskan relevansi prinsip ini dalam konteks 

ekonomi modern. El-Gamal (2021) menyatakan bahwa sistem keuangan 
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berbasis risk sharing terbukti lebih tahan terhadap krisis keuangan 

dibanding sistem berbasis utang (debt-based), karena risiko tersebar secara 

proporsional di antara para pelaku. Dalam praktiknya, implementasi prinsip 

ini menuntut transparansi penuh terkait struktur modal, pembagian kerja, 

dan metode pengukuran laba rugi (Lhokseumawe et al., 2025). 

Di Indonesia, beberapa studi menemukan bahwa prinsip risk sharing sering 

kali tidak dijalankan secara konsisten di lembaga keuangan syariah. 

Misalnya, Mulyani (2021) menemukan bahwa beberapa BMT menetapkan 

profit margin tetap tanpa mempertimbangkan variasi kinerja usaha, 

sehingga menggeser esensi risk sharing menjadi risk transfer. Temuan ini 

menunjukkan perlunya penegakan prinsip ghunm bi ghurm secara lebih 

ketat dalam kontrak dan praktik perbankan syariah (Rizki, 2021). 

3. Norma Ijab-Qabul, Subjek Sah, dan Objek Akad 

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 juga menegaskan keabsahan 

akad musyarakah berdasarkan terpenuhinya empat rukun utama: ijab-qabul, 

pihak yang berakad (subjek sah), objek akad (modal dan usaha), serta tujuan 

dan kesepakatan hasil. Ijab-qabul harus dilakukan secara jelas, bebas dari 

paksaan, dan mencerminkan kesepahaman para pihak terhadap hak serta 

kewajiban masing-masing. Subjek akad harus cakap hukum (ahliyyah), 

sedangkan objek akad harus jelas dari sisi jenis, jumlah, dan penggunaannya 

(DSN-MUI, 2000). 

Menurut Hasan (2022), kepastian hukum terhadap unsur-unsur tersebut 

berperan penting dalam menjaga legal certainty dan ethical integrity dari 

kontrak musyarakah. Ia menegaskan bahwa kejelasan akad bukan hanya 

persoalan hukum formal, tetapi juga bagian dari prinsip maslahah 

mursalah—yaitu menjaga kemaslahatan ekonomi melalui keterbukaan dan 

kepastian hak. Dalam konteks internasional, Abozaid dan Dusuki (2020) 

juga menyoroti pentingnya validitas akad dalam menjaga reputasi dan 

stabilitas sistem keuangan syariah global (Tahir et al., 2024). 

4. Kewajiban Transparansi dan Kejelasan Kontrak 

Salah satu aspek penting yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/2000 

adalah kewajiban transparansi dan kejelasan kontrak (clarity of terms). 
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Fatwa ini mengharuskan semua aspek modal, proporsi keuntungan, risiko, 

serta mekanisme pengelolaan usaha dijelaskan secara rinci dan tertulis 

sebelum akad disepakati. Transparansi dianggap sebagai instrumen 

preventif terhadap moral hazard dan asimetri informasi antara pihak modal 

dan pengelola (Solehudin et al., 2024). 

Dalam konteks ekonomi Islam modern, prinsip transparansi dikaitkan erat 

dengan Islamic governance, yaitu tata kelola berbasis akuntabilitas, 

kejujuran, dan keterbukaan (Hermala et al., 2025). Penerapan prinsip ini 

tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga memperkuat 

kepercayaan (trust) antara lembaga keuangan dan nasabah. 

Khan dan Bhatti (2021) menegaskan bahwa kelemahan utama dalam praktik 

musyarakah global adalah kurangnya transparansi dalam pelaporan 

keuangan dan pengawasan kontrak. Oleh karena itu, penerapan sistem 

pelaporan digital dan audit syariah menjadi kebutuhan mendesak dalam 

memperkuat legitimasi kontrak berbasis bagi hasil (Mahmood et al., 2024). 

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-

MUI/IV/2000 menegaskan bahwa keadilan dan risk sharing merupakan dua 

pilar utama dalam musyarakah. Implementasi prinsip tersebut 

membutuhkan keterpaduan antara norma syariah, kejelasan akad, dan tata 

kelola transparan. Namun, studi empiris menunjukkan masih adanya 

kesenjangan antara idealitas normatif dan praktik aktual. 

Maka, untuk memperkuat efektivitas akad musyarakah, diperlukan 

reformasi kelembagaan melalui: 

a. Penguatan pengawasan syariah dan audit kontrak, 

b. Digitalisasi sistem pelaporan bagi hasil, dan 

c. Pelatihan literasi syariah bagi mitra usaha dan pengelola lembaga 

keuangan mikro. 

Upaya ini diharapkan dapat memastikan bahwa praktik musyarakah benar-

benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemitraan sejati, dan distribusi 

risiko yang seimbang sebagaimana diamanatkan dalam hukum Islam. 

B. Kesenjangan Praktik terhadap Fatwa di Lembaga Keuangan Syariah Lokal 
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1. Studi BMT Saudara Grabag Magelang: Ketidakseimbangan Profit and Loss 

Sharing 

Hasil penelitian yang dilakukan di BMT Saudara Grabag Magelang 

(Mulyani, 2021) menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip 

normatif musyarakah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 

08/DSN-MUI/IV/2000 dengan praktik aktual di lapangan. Temuan utama 

menunjukkan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian tidak 

sepenuhnya proporsional terhadap porsi modal dan partisipasi usaha. Dalam 

beberapa kasus, kerugian justru ditunda atau di-reschedule melalui skema 

penyesuaian administratif, bukan ditanggung bersama secara proporsional 

(Rizki, 2021). 

Fenomena ini menunjukkan terjadinya pergeseran dari prinsip risk sharing 

menuju risk transfer, di mana pihak pengelola (mudharib) cenderung 

memindahkan beban risiko kepada pihak pemodal (shahibul maal). Menurut 

El-Gamal (2021), praktik semacam ini menggerus esensi keadilan dalam 

Islamic partnership, karena risiko dan keuntungan seharusnya berjalan 

seiring (al-ghunm bi al-ghurm). 

Selain itu, Rahman dan Kassim (2021) menilai bahwa ketidakseimbangan 

dalam pembagian hasil sering kali disebabkan oleh rendahnya literasi 

syariah manajerial dan lemahnya mekanisme audit syariah internal di 

lembaga keuangan mikro Islam. 

Kasus di BMT ini menggambarkan adanya tantangan struktural yang lebih 

luas: keterbatasan sistem pelaporan keuangan berbasis bagi hasil, serta 

absennya sistem evaluasi usaha yang komprehensif untuk menentukan porsi 

hasil secara objektif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme transparansi 

yang lebih kuat, misalnya melalui digitalisasi pelaporan keuntungan (profit 

tracker) dan pengawasan berkala oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) . 

2. Studi Kontrak di BPRS XXX: Kepatuhan Formal namun Tantangan 

Operasional 

Penelitian terhadap kontrak musyarakah di BPRS XXX (Sari, 2022) 

menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif tinggi terhadap ketentuan 
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formal dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/2000. Seluruh unsur rukun akad, 

seperti ijab-qabul, kejelasan objek modal dan usaha, serta kesepakatan hasil, 

telah terpenuhi secara hukum. Namun, permasalahan muncul dalam tataran 

operasional dan pengelolaan risiko, terutama dalam menjaga transparansi 

laporan usaha dan komunikasi antara pihak modal dan pengelola (Muat & 

Sari, 2022). 

Menurut Alsharif dan Saad (2023), tantangan ini umum terjadi pada 

lembaga keuangan syariah kecil hingga menengah di negara berkembang. 

Meskipun struktur hukum akad sudah sesuai, efektivitas implementasi 

sering terganggu oleh keterbatasan sistem informasi dan ketidakteraturan 

evaluasi usaha. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara kepatuhan formal 

(formal compliance) dan kepatuhan substansial (substantive compliance). 

Dalam konteks BPRS, risiko informasi (information asymmetry) dan 

lemahnya tata kelola (governance framework) membuat prinsip keadilan 

distributif sulit tercapai secara sempurna (Khan & Bhatti, 2021). Oleh sebab 

itu, diperlukan reformasi pengelolaan risiko berbasis Islamic governance 

yang menekankan audit syariah, pelaporan kinerja transparan, serta sistem 

insentif yang adil untuk memastikan pembagian hasil tidak hanya mengikuti 

hukum tertulis, tetapi juga nilai moral syariah. 

Kasus Ar-Rahman Mart: Model Waqf Partnership dan Kelemahan dalam 

Kontrol Manajemen 

3. Kasus Ar-Rahman Mart, sebagaimana dilaporkan dalam Jurnal ASFA 

(2023), menawarkan model kolaboratif yang inovatif melalui konsep 

franchise/partnership berbasis waqf productive. Meskipun tujuan sosialnya 

sesuai dengan prinsip kemaslahatan (maslahah ‘ammah), implementasi 

akad masih menunjukkan penyimpangan dari ketentuan Fatwa DSN-MUI 

No. 08/2000, terutama dalam aspek kontrol manajemen dan pembagian 

kerja harian (Muazzami & Prasheila, 2024). 

Pengelolaan usaha dilakukan sepihak oleh pihak mitra pengelola tanpa 

pengawasan aktif dari pihak wakif atau nazhir sebagai pemilik modal, 

sehingga prinsip joint management yang menjadi ciri khas musyarakah 

tidak terlaksana. Abozaid dan Dusuki (2020) menekankan bahwa 
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ketidakseimbangan kontrol manajemen merupakan bentuk pelanggaran 

terhadap prinsip mutual consent (ridha musytarak), yang dalam konteks 

syariah dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi (Mustofa et 

al., 2025).  

Dari perspektif ekonomi Islam kontemporer, Mirakhor dan Smolo (2021) 

berpendapat bahwa Islamic partnership yang berkeadilan harus menjamin 

partisipasi aktif seluruh pihak, baik dalam pengambilan keputusan maupun 

pengawasan usaha. Model waqf partnership seperti Ar-Rahman Mart 

memang mencerminkan integrasi antara sosial dan ekonomi, namun 

keberlanjutannya bergantung pada tata kelola manajemen yang akuntabel 

dan partisipatif. 

Dari ketiga studi lokal di atas menggambarkan kesenjangan antara norma 

fatwa dan realitas operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. 

a. Pada level mikro (BMT), permasalahan utama adalah distorsi 

pembagian hasil dan manajemen risiko. 

b. Pada level menengah (BPRS), tantangannya terletak pada transparansi 

pelaporan dan koordinasi operasional. 

c. Sementara pada model inovatif (Ar-Rahman Mart), hambatan muncul 

dalam pengawasan dan tata kelola manajemen partisipatif. 

Secara teoritis, kesenjangan ini memperlihatkan adanya implementation lag 

antara idealitas normatif (fatwa dan prinsip fiqih muamalah) dan kesiapan 

kelembagaan di tingkat praktik. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasan 

(2022), keberhasilan Islamic financial contract tidak hanya diukur dari 

kepatuhan terhadap teks hukum, tetapi dari kemampuan lembaga 

menjalankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan partisipasi dalam 

mekanisme ekonomi yang nyata.  

Oleh karena itu, strategi peningkatan efektivitas fatwa perlu diarahkan pada 

Penguatan kapasitas manajerial dan literasi syariah bagi pelaku lembaga 

keuangan mikro, Audit syariah digital dan pelaporan berbasis data terbuka 

untuk mencegah asimetri informasi, Kolaborasi antara Dewan Pengawas 

Syariah dan regulator dalam membentuk mekanisme evaluasi berbasis 

keadilan substantif. 
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Dengan demikian, implementasi musyarakah di Indonesia dapat lebih 

mencerminkan nilai-nilai universal Islam tentang kemitraan, keadilan, dan 

keseimbangan risiko. 

C. Konsep Partnership dalam Ekonomi Islam Kontemporer 

Dalam sistem ekonomi Islam kontemporer, partnership atau kemitraan bisnis 

berbasis keadilan dan partisipasi merupakan elemen fundamental yang 

membedakan model keuangan Islam dari sistem kapitalis berbasis utang. Salah 

satu bentuk kemitraan yang paling menonjol adalah akad musyarakah, yang 

mencerminkan prinsip kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam penyertaan 

modal dan partisipasi aktif dalam pengelolaan usaha. Dalam kerangka ini, 

seluruh mitra berbagi risiko (risk sharing) dan hasil usaha secara proporsional 

sesuai dengan kontribusi dan peran mereka dalam bisnis (Z. Ahmad et al., 

2023). 

Prinsip risk sharing menjadi inti dari teori ekonomi Islam modern yang menolak 

konsep risk transfer sebagaimana terjadi pada sistem berbasis bunga (interest-

based system). Dalam pandangan ekonomi Islam, keadilan distributif dicapai 

melalui mekanisme ghunm bi ghurm (keuntungan diimbangi dengan risiko), 

sehingga tidak ada pihak yang memperoleh hasil tanpa menanggung potensi 

kerugian (Abedifar, 2023). Prinsip ini menegaskan bahwa sistem ekonomi 

Islam menempatkan keadilan bukan hanya dalam distribusi keuntungan, tetapi 

juga dalam alokasi tanggung jawab dan risiko (Ra et al., n.d.). 

Lebih lanjut, model kemitraan Islam juga mengandung aspek keadilan 

distributif yang kuat, di mana pembagian keuntungan tidak bersifat tetap, 

melainkan bergantung pada hasil usaha nyata dan kontribusi modal maupun 

kerja (effort-based and capital-based sharing) (Thomas, 2024). Dalam konteks 

ini, kerugian harus ditanggung oleh para mitra secara proporsional berdasarkan 

porsi modal yang disertakan, sementara keuntungan dapat dinegosiasikan 

selama tidak menyalahi prinsip kesepakatan dan kerelaan (taradhi) (Idris et al., 

2025). 

Selain keadilan dan risiko, aspek transparency dan governance menjadi 

perhatian penting dalam literatur ekonomi Islam modern. Transparansi kontrak 
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dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha merupakan bentuk nyata dari prinsip 

amanah dan adl yang diwajibkan dalam Al-Qur’an (Q.S. Al-Maidah: 8; Q.S. 

Al-Nisa: 58). Kurangnya transparansi sering kali menjadi penyebab utama 

kegagalan kemitraan syariah di lembaga keuangan, baik dalam skala mikro 

seperti BMT maupun dalam perbankan syariah modern (Rahmi & Rizali, 2025). 

Untuk menjaga integritas sistem dan mencegah penyimpangan dari prinsip 

syariah, lembaga pengawas internal seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

atau Sharia Supervisory Board (SSB) memiliki peran strategis. Dewan ini 

bertugas memastikan bahwa seluruh kontrak dan operasional lembaga 

keuangan sesuai dengan ketentuan syariah serta fatwa nasional seperti DSN-

MUI (Alkhan & Hassan, 2021). Secara internasional, lembaga seperti 

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 

(AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) juga telah 

mengembangkan standar tata kelola syariah (Shariah Governance Framework) 

yang menekankan transparansi, partisipasi, dan accountability sebagai indikator 

utama kemitraan yang adil dan berkelanjutan (Idris et al., 2025). 

Dengan demikian, konsep partnership dalam ekonomi Islam kontemporer 

bukan sekadar kerja sama modal dan tenaga, tetapi juga refleksi dari nilai moral 

dan sosial yang diorientasikan pada keadilan distributif, keseimbangan hak dan 

kewajiban, serta tanggung jawab kolektif dalam menghadapi risiko. Prinsip-

prinsip ini menjadikan kemitraan syariah sebagai alternatif etis dan 

berkelanjutan bagi model ekonomi modern yang cenderung berorientasi pada 

keuntungan finansial semata (Sollehudin & Shuib, 2024). 

D. Analisis Komparatif: Fatwa vs Konsep Partnership 

Aspek Fatwa DSN-MUI 

08/2000 

Konsep Partnership 

Kontemporer 
Titik Kesamaan 

Titik Perbedaan / 

Tantangan 

Pembagian 

Keuntungan & 

Kerugian 

Berdasarkan modal 

& usaha; kerugian 

harus ditanggung 

secara proporsional. 

Sama, tetapi dengan 

model‐matriks risiko 

yang lebih kompleks 

(misal manajemen 

risiko, mitigasi). 

Prinsip risk 

sharing & 

keadilan modal & 

usaha disepakati 

kedua pihak. 

Praktik lokal 

kadang 

menetapkan laba 

tetap atau 

menghindari 

kerugian dengan 

cara‐cara yang 
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Aspek Fatwa DSN-MUI 

08/2000 

Konsep Partnership 

Kontemporer 
Titik Kesamaan 

Titik Perbedaan / 

Tantangan 

mengurangi risiko 

salah satu pihak. 

Kontrol & 

Partisipasi 

Pengelolaan 

Fatwa mengatur 

subjek dan objek, 

tetapi kontrol 

operasional kurang 

diatur secara rinci. 

Partnership 

kontemporer 

menekankan 

pengelolaan 

partisipatif dan 

mekanisme 

governance. 

Kepentingan 

harus jelas antara 

kedua pihak. 

Banyak kontrak 

lokal memberi 

kewenangan usaha 

hanya ke pelanggan 

atau satu pihak. 

Transparansi & 

Kejelasan Klausul 

Fatwa menuntut 

kejelasan mengenai 

modal, usaha, 

pembagian 

keuntungan dan 

kerugian. 

Partnership modern 

menekankan 

disclosure yang lebih 

luas, manajemen 

risiko, audit, dan 

control. 

Kesepakatan awal 

penting. 

Beberapa kontrak 

kurang transparan 

dalam klausul 

kerugian atau 

rescheduling. 

Risiko Non-modal 

(operasional, pasar, 

hukum) 

Fatwa lebih fokus 

risiko modal & 

usaha; kurang 

menyebutkan risiko 

lainnya secara 

spesifik. 

Konsep kontemporer 

memasukkan risiko 

operasional, pasar, 

hukum, reputasi, dsb. 

Risk sharing 

prinsip secara 

umum berlaku. 

Praktik lokal sering 

mengabaikan risiko 

non-modal atau 

mengasumsikannya 

sebagai tanggung 

jawab satu pihak. 

 

E. Integrasi Praktis dan Regulatif yang Dapat Diterapkan 

Integrasi prinsip-prinsip musyarakah ke dalam praktik keuangan syariah 

memerlukan pendekatan sistematis yang mencakup dimensi kontraktual, 

kelembagaan, dan regulatif. Pendekatan ini bertujuan agar nilai-nilai dasar 

seperti keadilan, partisipasi, dan risk sharing dapat dioperasionalisasikan secara 

konkret dalam kegiatan bisnis dan pembiayaan (Wasian et al., 2025). 

1. Penyusunan Kontrak Musyarakah yang Komprehensif 

Salah satu langkah penting adalah perancangan kontrak musyarakah yang 

jelas, transparan, dan proporsional. Kontrak harus memuat ketentuan yang 

mengatur pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan porsi modal dan 

kontribusi usaha para mitra. Menurut Alam dan Rizvi (2023), klausul yang 

rinci mengenai proporsi profit-loss sharing, kewajiban transparansi 

keuangan, serta mekanisme pengawasan bersama dapat mengurangi potensi 
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moral hazard dan meningkatkan kepercayaan antar pihak (Tello-Gamarra et 

al., 2022). 

Selain itu, kontrak perlu mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa 

yang adil serta penunjukan auditor independen untuk memastikan 

transparansi laporan keuangan dan operasional usaha (Bakar et al., 2024). 

Pendekatan ini sejalan dengan standar Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang 

merekomendasikan adanya independent review mechanism dalam setiap 

kontrak kemitraan (Musharakah Agreement). 

2. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Implementasi 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan sentral dalam memastikan 

kesesuaian antara teori dan praktik kemitraan syariah. DPS tidak hanya 

bertugas memberikan fatwa internal, tetapi juga mengawasi implementasi 

kontrak dan kepatuhan syariah dalam pelaksanaan bisnis. Dalam kerangka 

tata kelola Islam modern, DPS berfungsi sebagai sharia governance pillar 

yang menjamin integritas dan transparansi lembaga (Alkhan & Hassan, 

2021). 

Kehadiran DPS yang aktif dapat mengurangi asimetri informasi antara 

pihak lembaga dan nasabah, sekaligus memastikan bahwa seluruh transaksi 

musyarakah memenuhi prinsip adl (keadilan) dan amanah (kejujuran). 

Kajian oleh Khan dan El Khatib (2024) menunjukkan bahwa efektivitas 

DPS memiliki korelasi positif dengan kepatuhan syariah dan stabilitas 

operasional lembaga keuangan Islam. 

3. Regulasi dan Dukungan Kebijakan Otoritatif 

Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memiliki 

peran strategis dalam mendorong pengembangan model pembiayaan 

berbasis partnership dan risk sharing. OJK melalui Roadmap 

Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023–2027 telah menekankan 

pentingnya inovasi kontrak berbasis bagi hasil sebagai solusi keuangan yang 

berkeadilan dan berkelanjutan (OJK, 2023) (Suaidi et al., 2025). 

Selain itu, Bank Indonesia (BI) telah memperkenalkan Islamic Economic 

Ecosystem Framework yang menempatkan profit-loss sharing financing 
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sebagai pilar utama sistem pembiayaan produktif bagi UMKM (BI, 2022). 

Dukungan regulatif ini membuka peluang bagi lembaga keuangan syariah 

untuk berinovasi, misalnya melalui digitalisasi kontrak musyarakah, smart 

contract berbasis blockchain, dan sistem audit syariah berbasis teknologi 

(Hayyi & Nuriyah, 2024). 

4. Edukasi dan Penguatan Literasi Operasional 

Integrasi nilai-nilai keadilan dan risiko dalam praktik musyarakah tidak 

dapat berhasil tanpa dukungan literasi keuangan syariah yang memadai. 

Edukasi bagi praktisi lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat 

umum diperlukan agar prinsip-prinsip risk sharing tidak berhenti pada 

tataran normatif, melainkan diterapkan dalam pengambilan keputusan 

bisnis dan pengelolaan risiko (Abdi & Hamzah, 2024). 

Program pelatihan yang berbasis kasus nyata, seperti simulasi pembiayaan 

musyarakah, audit syariah, dan manajemen kemitraan, terbukti 

meningkatkan kompetensi profesional dan kepatuhan operasional. Dengan 

demikian, literasi operasional menjadi bagian integral dari penguatan 

ekosistem partnership finance di Indonesia (Vahlevi, 2025). 

Integrasi praktis dan regulatif musyarakah menuntut sinergi antara desain 

kontrak yang adil, tata kelola syariah yang kuat, regulasi yang mendukung 

inovasi, dan edukasi berkelanjutan. Sinergi keempat elemen ini 

menciptakan model pembiayaan Islam yang tidak hanya normatif, tetapi 

juga aplikatif dan berdaya saing global. 

Kesimpulan  

Integrasi prinsip syariah, praktik lembaga keuangan, dan regulasi nasional 

merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan implementasi akad Musyarakah 

yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan 

melalui penyusunan kontrak yang secara jelas mengatur mekanisme pembagian 

keuntungan dan kerugian, kewajiban transparansi, serta penyelesaian sengketa 

berbasis musyawarah; penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam 

memastikan kepatuhan terhadap prinsip dan fatwa syariah melalui audit kepatuhan 

yang berkelanjutan; dukungan regulatif dari OJK dan Bank Indonesia yang 

mendorong penerapan skema risk sharing secara murni; serta peningkatan literasi 
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dan edukasi keuangan syariah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan 

demikian, implementasi Musyarakah tidak hanya memenuhi aspek legal dan 

syariah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekosistem keuangan syariah 

yang inklusif, berkeadilan, dan selaras dengan tujuan maqashid al-shariah. 
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